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ABSTRAK
Sutrisno Absar (E21110259), Innovative Governance (Studi Kasus
Pengelolaan Dokumen Publik Secara Online Di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Parepare), xiii+91 Halaman+1 tabel+11 Gambar+30 Daftar
pustaka (1999-2014)+6 Lampiran
Kota Parepare sebagai kota penerima penghargaan dari FIPO tahun
2013 untuk kategori daerah otonom terinovasi dalam bidang akuntabilitas dan
transparansi melalui pengelolaan dokumen publik secara online. Dengan
program ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi pemerintah serta
memudahkan akses masyarakat terhadap informasi. Namun, berdasarkan
beberapa data yang diperoleh penulis mengemukakan bahwa penerapan
program ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare masih belum
maksimal, dilihat dari beberapa kekurangan seperti belum efektifnya permintaan
dokumen melalui website, serta kurangnya sinergitas antara stakeholders.
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang
pengelolaan dokumen publik secara online yang ada di Kota Parepare.
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya
berdasar pada 6 kriteria Innovative Governance  yakni Dampak, Kemitraan,
Keberlanjutan, Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan
gender dan pengecualian sosial serta dalam konteks lokal dan dapat ditransfer.
Instrument pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan berdasarkan
dokumen. Sebagai keabsahan penelitian ini menggunakan metode triangulasi
sumber data. Lama penelitiannya sekitar 1 bulan. Teknik analisis data dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan
pengelolaan dokumen publik di kota Parepare sudah berjalan dengan baik, dapat
dilihat dari mekanisme online yang digunakan sesuai dengan SOP yang ada,
Namun diantara dua garis besar temuan penelitian, dokumen yang bersifat wajib
untuk masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien sedangkan dokumen yang
harus melalui permintaan berjalan kurang baik, selain karna mekanisme yang
belum efektif juga karna mind-set calon pemohon informasi yang menganggap
bahwa permintaan secara manual terbilang lebih efektif dan efisien. Selain itu,
para stakeholders belum menunjukkan kerja kolektif dalam melakukan layanan
ini.
Kata kunci : Innovative Governance, Kualitatif, Dokumen Publik
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ABSTRACT
Sutrisno Absar (E21110259), Innovative Governance (Case Study
Management Of Public Documents by Online in Communication and
Informatika Parepare City), xiii+85 Pages+1 table+11 Pictures+30 Librarys
(1999-2014)+6 Attachment
Pare Pare city as the city of FIPO award recipient in 2013 for the most
innovative autonomy region category in the field of accountability and
transparency through Management of public documents by online. With this
program is expected to increase government transparency and to improve public
scrutiny. However, based on some of the data obtained by the authors suggested
that the implementation of this program in the Office of Communications and
Information Technology Parepare is not maximized yet, judging from some
shortcomings such as the ineffectiveness of requests for documents via the
website, as well as the lack of synergy between the stakeholders.
Generally, this study aims to describe the management of public
documents by online in Parepare. This study used a qualitative descriptive type.
The focus of this research is based on six indicators Innovative Governance
criteria which is impact, Partnerships, Sustainability, Leadership and community
empowerment, gender equality and social exclusion and in the local context and
can be transferred. Instrument data collection is interview, observation and based
on the documents. As the validity of this study using the method of triangulation
of data sources. About 1 month long research. Data analysis techniques in this
research qualitatively.
Results of this study indicate that the general application of the
management of public documents in Parepare on going well, it can be seen from
the online mechanism which is used same with SOP. However, between the
point of research findings, documents mandatory for society to function
effectively and efficiently, while documents that have to go through a request not
going well, because besides the mechanisms have not been effective and also
the mind-set of the prospective applicant considers that the request information
manually more effective and efficient. Besides that, stakeholders have not to
showed the collective work in performing this service.
Keywords : Innovative Governance, Qualitative, Public Documents
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1BAB I
Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang terus mengarungi setiap
pergerakan zaman dengan berbagai konsep bernegara yang tidak luput dari
pertimbangan perkembangan pola pikir masyarakat dan perubahan global yang
berpotensi untuk memprovokasi warga Negara kita. Dari sebuah sistem yang
bersifat sentralistik telah membawa Indonesia hingga tahun 1998, kemudian
dengan tuntutan akan kemandirian sebuah daerah dalam wilayah NKRI untuk
mengelola daerahnya sendiri, mengalami pergeseran ke Desentralisasi sesuai
dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian
disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang
bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat (public welfare) yang lebih
tinggi serta memberikan pelayanan yang lebih baik (public service delivery).
Penyerahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat ke
daerah menuntut setiap daerah untuk bekerja keras dalam memandirikan dan
mensejahterakan rakyatnya. Makna otonomi daerah setidaknya dapat kita
interpretasikan kedalam beberapa poin berdasarkan literatur “Dinamika
Administrasi Publik” karya Warsito Utomo (tahun 2004) yang menekankan bahwa
daerah memiliki kemandirian pengelolaan pemerintahan dan kemandirian
masyarakat serta pemerintahan tidak lagi berkonotasi otoritas namun
Governance yang penekanannya mengarah pada interaksi dan keharmonisan
komponen pemerintah, masyarakat dan swasta.
2Dari pandangan di atas, menekankan bagaimana pemerintah dalam hal
Sharing of Power, Distribution of Income serta Empowering of regional
administration. Konsep pemerintahan yang seharusnya terbangun yakni  G to G,
G to C, dan G to B. Namun, ketidaksiapan pemerintah saat itu menghadapai era
otonomi dengan berbagai faktor membuat sistem administrasi publik saat itu
masih terbilang labil.
Kurang lebih lima belas tahun setelah diberlakukannya UU tersebut
dengan kondisi penyempurnaan tahun 2004, secara realitas implementasi UU
mengenai otonomi daerah tersebut, masih banyak daerah yang kurang
berkontribusi terhadap apa yang menjadi tujuan dari aturan tersebut dalam hal ini
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang efektif dan
efisien. Salah satu proses yang terpenting dan kurang dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan dan pelayanan publik itu ialah dengan adanya inovasi. Inovasi
dalam buku Inovasi atau mati karya Gede Prama menjelaskan bahwa inovasi
bukan kegiatan mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan bekas, namun itu
terjadi karena manusia berani keluar dari kebiasaan berpikir. Inovasi memang
terkadang dipandang sebagai hal yang kacau dan keluar dari kebiasaan
organisasi atau lingkungan yang ada, namun tanpa inovasi kita hanya stagnan
dan menunggu kematian yang sia-sia. maka dari itu lanjut Gede mengatakan
bahwa memilih inovasi atau mati.
Inovasi merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi
publik (public administration). Hasil penelitian David Mars (dalam Lee, 1970)
mengungkapkan bahwa sampai tahun 1966 tidak ditemukan publikasi dari tulisan
administrasi publik yang mengulas tentang inovasi. Adapun literatur klasik yang
memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel
3“Innovation in Bureaucratic Institutions” tulisan Alfred Diamant yang dimuat
dalam jurnal Public Administration Review (PAR) pada tahun 1967. Selain itu,
adalah buku karya Caiden yang berjudul “Administrative Reform”, diterbitkan
pada tahun 1969. Dalam bukunya tersebut, Caiden menguraikan inovasi sebagai
bagian dari reformasi administrasi (Asropi dalam Jurnal ilmu Administrasi Volume
3 tahun 2008). Beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya
inovasi oleh para pakar administrasi publik. Hanya saja, konsep inovasi
kemudian masih belum cukup popular dalam ranah administrasi publik dan
reformasi administrasi.
Menurut Ellen Schall 1997 (disertasi Irwan noor tahun 2010) memberikan
kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan konsep inovasi. Penerapan
konsep inovasi dibeberapa Negara dirasa cukup mampu menggambarkan bahwa
setiap daerah di Indonesia perlu untuk melakukan inovasi. Berdasarkan jurnal
administrasi mengenai budaya-inovasi dan reformasi birokrasi karya Asropi
tahun 2008, Pengalaman Korea menunjukan bahwa penerapan inovasi pada
negara tersebut telah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat lokal (Yoo, 2002). Keberhasilan sebagaimana Korea ini juga terjadi pada
penerapan inovasi di kanada (Robertson and Ball, 2002). Sementara di China,
inovasi telah dianggap sebagai bagian dari tradisi China (Shenkar, 2006). Inovasi
atas birokrasi sangat medukung bagi berkembangnya ekonomi dan teknologi
China dewasa ini. Semua ini menunjukan nilai penting inovasi bagi perubahan
yang dinginkan.
Inovasi bagi sebuah Pemerintahan Daerah merupakan suatu keharusan
dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan
daerahnya. Namun kurang populernya konsep inovasi di masa lalu dikarenakan
4karakter reformasi yang lebih dirasakan sehingga inovasi dipandang tidak
banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah. Pada era sekarang ini,
tuntuan setiap daerah untuk berkompetitif mengharuskan setiap daerah haruslah
melaksanakan inovasi dalam pemerintahan daerah. Selain itu, kompetisi kota-
kota dunia menjadi alasan pentingnya inovasi. Padahal Peraturan Pemerintah No
41 tahun 2007 mengenai organisasi perangkat daerah dan Peraturan pemerintah
No 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan merupakan sarana
untuk menjadikan sebuah daerah menjadi inovatif.
Di Indonesia kajian inovasi sedang gencar-gencarnya diperbincangkan
dikalangan pemerintahan dan oleh kementrian dalam Negeri itu sendiri.
Program-program Inovatif setiap daerah menjadi sebuah senjata baru agar
bagaimana pemerintah daerah mampu bersaing di tengah-tengah kondisi global.
Dalam beberapa program inovasi yang dilaksanakan oleh beberapa daerah,
pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan program Inovatif yang juga
menjadi fokus Nasional. Selain itu prestasi Parepare dalam Anugerah Otonomi
Awards 2013 yang digelar The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) menjadikan
kota Parepare sebagai kota Bandar Madani dan sentra KAPET Parepare unggul
dalam program inovatifnya. (sumber : berita kota, 17 september 2013)
Salah satu program inovasi kota Parepare dalam bidang akuntabilitas
publik adalah program transparansi dokumen publik secara online. Program ini
merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Program yang dijalankan oleh Dinas
Komunikasi dan informasi yang bekerjasama dengan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), dimana PPID terdapat diseluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
5berfungsi sebagai PPID Pembantu. Selain itu berdasarkan undang-undang
tersebut, badan-badan publik dalam artian setiap lembaga kemasyarakatan yang
menerima atau menggunakan dana APBD juga harus memiliki PPID. Ini
merupakan bentuk mitra pemerintah dengan lembaga diluar pemerintahan.
Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi
pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Parepare menetapkan
standar layanan informasi. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
PPID menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi,
fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana
layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan
waktu layanan informasi. Selain itu, PPID menyediakan informasi publik secara
gratis (tidak dipungut biaya).
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan pengguna/pemohon
informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan
langsung dan melalui media. Media online salah satunya. Melalui website
pemerintah kota Pareparekota.go.id, masyarakat sebagai pemohon informasi
tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Daerah dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan ini, hanya
99,33 kilometer persegi, melalui website tersebut aktif berbagi informasi aktual
mengenai kegiatan pemerintahan, profil dan potensi daerah, peraturan daerah,
info layanan serta menerima pengaduan masyarakat.
Satu hal yang membedakan PPID Parepare dengan PPID
kabupaten/kota lainnya adalah transparansi dokumen publiknya. Sebagian besar
dokumen pemerintah kota yang masuk dalam kategori informasi publik sudah
disediakan PPID Parepare melalui website pemerintah kota. Untuk mendapatkan
6dokumen yang dibutuhkan, masyarakat/pemohon informasi cukup mengklik icon
PPID pada website tersebut kemudian memilih dokumen publik.
Dokumen publik yang dapat diakses diantaranya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ),
Laporan Keuangan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD/APBD,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dokumen Statistik, serta
Tranparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang berisikan dokumen Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen opini atas audit. (Website)
Melalui mekanisme seperti ini, tidak hanya mewujudkan transparansi
pemerintah, akses masyarakat terhadap informasi pun terpenuhi, bahkan mampu
menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah.
Sampai saat ini tercatat layanan tersebut telah dikunjungi sebanyak 2042
kali sejak mulai diterbitkan awal 2012 lalu. Namun, hal ini tidak menunjukkan
perjalanan dari program ini berjalan sebagaimana mestinya dan belum terjadi
perubahan berarti dalam hal jumlah pengakses informasi. Dalam undang-undang
KIP disebutkan bahwa dokumen-dokumen kebijakan serta program dari
pemerintah menjadi salah dua dokumen yang dapat diakses oleh publik, tetapi
hal ini tidak terdapat pada situs PPID tersebut. (Portal PPID dalam website
www.Pareparekota.go.id)
Berdasarkan observasi awal penulis, sebagai pemohon informasi melalui
online perlu mengunduh formulir untuk diisi dan kemudian dikirim melalui e-mail,
7namun formulir yang dimaksudkan sampai saat ini tidak bisa di akses di website
kota Parepare, hal ini terkesan pemerintah masih setengah-setengah dalam
menjalankan layanan online ini. Selain itu, ternyata masih banyak kekurangan
dalam proses penerapan pengelolaan dokumen online, seperti SKPD dalam
memberikan layanan dokumen masih terkadang berjalan sendiri-sendiri dan
belum ada bentuk pelaporan kepada PPID kota Parepare sebagai lembaga
payung penerapan UU KIP ini. Selain itu masih banyaknya badan badan publik
yang belum memiliki PPID (Sumber : website Komisi Informasi Pusat RI tanggal
11 desember tahun 2013). NGO sebagai organisasi mitra koalisi dan oposisi
pemerintah belum menjadi mitra terhadap UU KIP ini, karena NGO sampai
sekarang tidak memiliki PPID pembantu yang jelas. Kondisi ini menunjukkan
bahwa model kemitraan dari program inovatif ini masih jauh dari yang diharapkan.
Selain itu, sejak awal diterapkannya program ini pemerintah daerah telah
mewacanakan akan membuatkan aturan hukum dalam bentuk peraturan daerah.
Tetapi hingga dua tahun telah terwacana belum ada tindak lanjut dari ranperda
tersebut (sumber : website kota Parepare), padahal untuk memberikan
kemudahan program ini agar tetap berlanjut diperlukan sebuah dasar hukum
yang kuat.
Penulis berpendapat bahwa, dengan melihat komponen dari program ini
masih jauh dari kata memadai sehingga secara otomatis dampak dari program
ini ke masyarakat masih sangatlah kurang, hal ini juga dibuktikan dari kurangnya
masyarakat yang tahu akan program ini serta masih minimnya respon
pemerintah atau dalam hal ini petugas PPID dalam merespon tanggapan, saran
serta kritikan dari masyarakat yang tertera pada kolom pengaduan pada situs
kota pemerintah kota Parepare.
8Melihat dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji program inovasi tersebut. Untuk itu, guna mengetahui Bagaimana
Innovative Governance terhadap pengelolaan Dokumen Publik Secara Online di
kota Parepare dan olehnya itu mendorong penulis untuk mengangkat sebuah
judul : “Innovative Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dokumen Publik
Secara Online Di Kota Parepare)”
I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi
pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengelolaan dokumen publik secara online di kota Parepare ?
2. Bagaimana Inovasi dari Pengelolaan dokumen publik secara online di
kota Parepare ?
I.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan maka
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk menjelaskan Pengelolaan dokumen publik secara online di kota
Parepare
2. Untuk menjelaskan inovasi dari Pengelolaan dokumen publik secara
online di kota Parepare
I.4. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian diatas yang mempunyai dua dimensi utama yaitu :
9a)  Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
kepada perkembangan ilmu administrasi dan manajemen terutama  teori
dan konsep Innovative governance.
b)  Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pelaksanaan Pengelolaan dokumen publik secara online
serta program-program inovatif lainnya di kota Parepare.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Governance
II.1.1 Definisi Governance
Dalam sejarah ilmu pemerintahan, istilah governance cenderung
digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses
pemerintahan. Tatkala government digunakan merujuk pada pelaku
(pemerintah), maka governance biasanya digunakan untuk merujuk pada
prosesnya (pemerintahan). Dalam hal ini, governance diartikan sebagai
'the act of government', yaitu praktek bekerjanya aktor yang bernama
government. Namun, sejak akhir tahun 1980an, istilah governance mulai
digunakan untuk pengertian yang berbeda. Tatkala istilah governance di
populerkan, perubahan penggunaan istilah dari government ke
governance lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang
baru reformasi pemerintahan (jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik UGM
tahun 2005).
Governance sebagai pengejewantahan dari Goverment atau
pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas merupakan sebuah tata
kelola pemerintahan yang lebih bersifat kompatibilitas, demokrasi dan
menghendaki tidak adanya lagi pemain tunggal atau agen tunggal tetapi
kompatibilitas antara berbagai aktor stakeholders ialah pemerintah itu
sendiri, masyarakat dan pihak swasta. Governance diharapkan dapat
mengantarkan makna birokrasi yang dianggap kaku dan pemain tunggal
dalam segala bentuk kebijakan berubah, dimana birokrasi akan membawa
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kebijaksanaan, keputusan dan peraturan yang dihasilkan oleh
kesepakatan bersama stakeholder dalam pemerintahan.
Governance dalam buku Rethinking administrative Theory
menjelaskan :
Governance is a form of argumentative politics in deliberative
democracy involving multiple actors in the public sphere, as
advocated by habermas and others (habermas 1984 :18-42; 1996 :
chapter 7& 8; bohman 1996; elster 1998; marcedo 1999;gutmann
& thompson 1996).
Kemudian selanjutnya :
The governance approach aims to create opportunities for people
to participate in public life through the process of articulating issues
and setting agendas, that is, through open dialogue and discourse
that deal with both agreements and disagreements. Through the
argumentative and participatory process, participants may be able
to formulate a public reason for collective action, as well as a
reason for supporting or opposing a particular public policy or a
planning agenda (bohman 1996;forester 1999).
Dari penjelasan di atas, menggambarkan bahwa konsep
governance berusaha untuk menciptakan peluang berbagai aktor dalam
ruang-ruang publik, termasuk masyarakat itu sendiri.
Trilogi Good Governance
Trilogi good governance dalam tulisan “Good Governance dalam Rangka
Optimalisasi Fungsi & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (Jusuf Anwar dan
Indra P. Tahun 2006) sebagai berikut :
 Sector publik : pemerintah, lembaga – lembaga pemerintah, birokrat &
aparat
 Sektor privat : perusahaan di berbagai sector, pembuat keputusan;
 Masyarkat.
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Gambar II.1
To whom the trilogys duty owned
Sumber : Jusuf Anwar dan Indra P. Tahun 2006
II.2 Konsep Inovasi
II.2.1 Definisi Inovasi
Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif
baru apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah
ini berasal dari bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu yang
menjadi baru. Istilah inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru mulai
dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya saja
pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif
sebagai troublemaker serta lebih identik dengan nuansa revolusi atau
perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa,
terutama terhadap kemapanan sosial politik serta dianggap mengancam
struktur kekuasan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta otoritas
keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau
inovasi. Adapun istilah innovative sendiri mulai luas dipergunakan
banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian.
Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian
inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif.
Inovasi dipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan
Stakeholder
(masyarakat madani)
Sector publik MasyarakatSektor Privat
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sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya
untuk pertama kali (Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 dalam
Yogi Suwarno, 2008) yaitu “the act of introducing anew product into
market”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan
produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau
penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental.
Dalam terminologi Umum, Inovasi adalah suatu ide kreatif dimana
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah
(UN dalam sangkala, 2014 : 26), atau tindakan penerimaan dan
pengimplementasian cara baru untuk mencapai suatu hasil dan atau
pelaksanaan suatu pekerjaan.
Dalam literatur modern, ada berbagai pengertian yang beragam
dan perspektif yang mencoba memaknainya. Inovasi adalah kegiatan
yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau
barang baik yang sifatnya baru lebih baik atau lebih murah dibandingkan
dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan
pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan
(invention). (www.ucs.mun.ca/~rsexty/business1000/glossary/I.htm).
Damanpour dalam suwarno (2008 : 9) dijelaskan bahwa sebuah
inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses
produksi yang baru,sistem struktur dan administrasi baru atau rencana
baru bagi anggota organisasi. Sementara itu, Menurut Rogers dalam
Suwarno (2008 : 9), salah satu penulis buku inovasi terkemuka,
menjelaskan bahwa “an innovation is an idea, practice, or object that is
perceived as new by individual or other unit of adopter”. Jadi inovasi
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adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu
satu unit adopsi lainnya.
Pengertian dari Damanpour maupun Rogers ini menunjukkan
bahwa inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (tangible)
maupun sesuatu yang tidak berwujud (intangible). Sehingga dimensi
dari inovasi sangatlah luas. Memaknai inovasi sebagai sesuai yang
hanya identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks
inovasi yang sebenarnya.
Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam
memahami inovasi adalah Schumpeter (Halvorsen, 2005: 8) yang
membatasi pengertian inovasi yaitu “restricted themselves to novel
products and processes finding a commercial application in the private
sector”. Dalam pembatasan ini Schumpeter menekankan 2 (dua) hal
penting dari inovasi, yaitu:
1. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain
inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat
baru.
2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi
komersial di sektor bisnis.
Penulis lain yaitu Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) secara lebih
sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Ini
berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru
yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai
nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila
tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.
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Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa :
“successful innovation is the creation and implementation of
new processes, products, services, and methods of delivery
which result in significant improvements in outcomes
efficiency, effectiveness, or quality”.
Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah
adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk
baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang
menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi,
efektivitas maupun kualitas.
Koch (dalam sangkala, 2014 : 26) mengatakan bahwa
Inovasi adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu
penggunaan kompetensi anda sebagai dasar penemuan cara baru
dalam melakukan sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi
layanan yang disediakan.
Inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi
proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru
atau rencana baru bagi anggota organisasi. (Organizational
Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and
Moderators, Fariborz Damanpour).
Inovasi adalah realisasi ide yang unik/kreatif. Realisasi ini
biasanya memerlukan solusi kreatif bagi masalah yang muncul dari
sejak ide dimunculkan sampai menjadi sebuah produk.
(www.sanguma.com/Creative_Thinking_Assistant/glossary.htm)
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II.3 Innovative Governance
II.3.1 Definisi Innovative Governance
Bartos (dalam sangkala, 2014 : 27) mendefinisikan inovasi yang
tepat bagi sektor publik yaitu “ suatu perubahan dalam kebijakan atau
praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam
level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi”.
Dua pengertian terakhir (dari Schumpeter dan Albury)
mengindikasikan serta menjelaskan bahwa sektor publik, baik dalam
berbagai literatur, maupun pada tataran praktis ternyata jarang tersentuh
dengan inovasi beserta segala atributnya. Sektor publik ternyata sangat
miskin dengan khasanah dan literatur inovasi. Sebaliknya, sektor bisnis
ternyata sangat kaya dengan budaya dan praktek inovasi.
Terlepas dari perbedaan inovasi di sektor publik dengan sektor
bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari:
1. Pengetahuan baru
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi
masyarakatdalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru
ini merupakan faktorpenting penentu perubahan sosial yang terjadi
dalam masyarakat.
2. Cara baru
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau
sekelompokorang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab
masalah tertentu. Carabaru ini merupakan pengganti cara lama yang
sebelumnya berlaku.
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3. Objek baru
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi pengunanya, baik
berbentuk fisik(berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud
(intangible).
4. Teknologi baru
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak
contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikatr
kemajuan dari sebuahproduk teknologi yang inovatif biasanya dapat
langsung dikenali dari fiturfituryang melekat pada produk tersebut.
5. Penemuan baru
Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru.
Sangat jarang adakasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan.
Inovasi merupakan produkdari sebuah proses yang sepenuhnya
bekerja dengan kesadaran dankesengajaan.
Mulgan dan Albury (2003) di dalam United Kingdom Cabinet Office
menyebutkan bahwa inovasi di dalam sektor publik ditemukan dalam
berbagai situasi (dalam sangkala, 2014 : 27) yaitu :
- Mayoritas Inovasi adalah bersifat inkremental sifatnya, relatif perubahan
yang kecil terhadap layanan atau proses yang ada.
- Inovasi  yang terjadi kurang radikal, layanan baru dikembangkan atau
secara fundamental melakukan cara baru dalam mengorganisir atau
memberikan layanan.
- Inovasi secara sistematis atau transformatif terjadi dari waktu-waktu dan
didorong oleh munculnya teknologi baru dimana perubahan dalam
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berbagai sektor, munculnya struktur kerja yang baru, tipe organisasi dan
perubahan di dalam keseluruhan kinerja.
II.3.2 Kriteria Innovative Governance
Adapun kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala, 2014 : 8)
terdiri atas :
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan
kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
tidak beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada
sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya
melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal
yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang
memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang
memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam
tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan
daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
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d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik
dan keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan
community empowerment) yakni :
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan
publik;
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas
lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh
masyarakat tersebut.
c. Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial
dan budaya.
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability)
pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan
social inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan
merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya;
mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar
pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta
mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within
local content dan transferability).
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II.3.3. Jenis Inovasi dalam sektor publik
Halversen dkk (dalam sangkala, 2014 : 30) membagi tiga tipe
spektrum inovasi dalam sektor publik :
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan
yang sudah ada.
2. Top Down Innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka
yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku
dari top manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarkhi,
bermakna dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri,
pelayanan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).
3. Needs led innovations and efficiency-led innovation (ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik
atau agar produk, layanan, atau prosedur yang sudah ada lebih
efisien).
kemudian tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah
sebagai berikut :
a. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang
diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah.
b. process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses
penyediaan pelayanan atau produk
c. administrative innovation (inovasi administratif), misalnya penggunaan
instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan
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d. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan
mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau
bentuk baru kerjasama dan interaksi
e. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam
outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing
f. radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah
pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi
pemerintah
Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard
operating system yang baru bagi sektor publik untuk meyelesaikan
persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido
Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi
publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas
masalah-masalah lama.
a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang
telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan
satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif
dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelengaraan publik perlu
dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani
anggaran publik.
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b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat
diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan
kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-
sentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan
dan kemudahan akses layanan.
d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance
(seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance,
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan hoizontal).
II.3.4 Faktor penghambat Inovasi
Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak
dari kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor.
Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam
mempenetrasikan sebuah inovasi.
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Gambar II.2
Faktor penghambat Inoasi
Albury dalam Suwarno, 2008 : 54
Hambatan inovasi diidentifkasi ada delapan jenis. Salah satunya
yang dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak
menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki
segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya
pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih
untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan
resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di
sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani
resiko yang muncul akibat dari pekerjaanya.
Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang
memiliki kinerja tingi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di
sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka
yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja.
Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek,
serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi
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menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan
atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan
hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang
berinovasi.
Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan
menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi
kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul
hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi
ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi
memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.
II.3.5 Tahapan Inovasi
Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang
terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam
mengadopsi produk inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut
(Rogers, hal 420):
a. Initiation atau perintisan
Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan
matching. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan
pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada
tahapan agenda setting ini dilakukan proses identifikasi dan
penetapan prioritas kebutuhan dan masalah.
Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi
untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan
diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat
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lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance
gap atau kesenjangan kinerja.
Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian novasi
dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau
penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan
dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang
hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau kelayakan
inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.
b. Implementation atau pelaksanaan
Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan
untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat
menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini
terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase
redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter
asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih
dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi.pada fase ini,
baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan
mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada
umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan
kepemimpinan dalam organisasi tersebut.
- Fase klarifikasi adalah terjadi ketka inovasi sudah digunakan
secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh
elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini
membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya
organisasi secara keseluruhan, sehingga tida sedikit yang
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kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi
yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi
yang berlebihan.
- Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah diangap
sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan
sebuah produk baru atau cara baru, arena telah menjadi bagian
rutin penyelenggaraan organisasi.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa introduksi
inovasi governance memberikan hasil positif bagi peningkatan kinerja
sektor, seperti pertama dapat membantu memaksimalkan penggunaan
sumber daya dan kapasitas bagi peningkatan nilai-nilai publik untuk
mendorong kultur yang terbuka dan partisipatif dalam pemerintahan,
selanjutnya secara umum dapat mengembangkan tata pemerintahan
yang baik. Kedua, bagi peningkatan image dan layanan disektor publik,
inovasi dapat membantu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan
dan memperbaiki legitimasi dari masyarakat. Ketiga, inovasi di
governance dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai negeri yang
bekerja disektor publik sebagai pendorong pengembangan secara
kontinyu. Inovasi dapat melahirkan kapasitas inspirasional yang dapat
membangun sense of inspirasi di antara pegawai pemerintah. Keempat,
walaupun inovasi terbatas pada intervensi governance atau inisiatif mikro,
mereka dapat menghasilkan efek domino, kesuksesan inovasi pada suatu
sektor dapat membuka pintu bagi inovasi di tempat lain. Kelima, inovasi
dapat menghasilkan kesempatan untuk inovasi berkelanjutan, semua
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mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan yang positif.
Inovasi dapat mendorong terbangunnya blok baru kelembagaan dan
perubahan hubungan antara tingkat pemerintah dan dalam departemen
pemerintahan.(Adriana Alberti and Guido Bertucci, dalam UN, 2006)
II.3.6 Inovasi dan Kebijakan
Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah
yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah
produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama.
Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan
yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada
prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat
sesuatu yangbaru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi
kebijakan yang tidak fungsional. Dalam pembauran frasa inovasi dengan
kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan
(Suwarno :2008) yaitu :
a. Policy innovation: new policy direction and initiatives(inovasi kebijakan)
Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah
kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang
dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara
khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 2003:
4), “policy innovation is a policy which is new to the states adopting it,
no matter how old the program may be or how many other states may
have adopted it”. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan
menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang
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mengadopsinya, tanpa Inovasi di Sektor Publik melihat seberapa
usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah
mengadopsi sebelumnya.
b. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses
pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada
inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan
kebijakan. Sebagai contoh adalah, pross perumusan kebijakan selama
ini belum memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stkaholder
terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga.
Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana
mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses
perumusan kebijakan.
c. Policy to foster innovation and its diffusion Kebijakan yang dimaksud
adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan
mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.
Berkenaan dengan itu Berry & Berry (dalam Suwarno, 2008 : 63)
menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk
pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan regional
difusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu
internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara
menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion
atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi
kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah
mengadopsi kebijakan tersebut Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik
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…Sebuah contoh ilustrasi dari internal determinantsyang menyebabkan
terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam
negeri, demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi
perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan
publik. Regional diffusion terjadi ketika negara tetangga atau negara lain
menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita.
Gambar II.3
Penyebaran inovasi kebijakan
Suwarno, 2008 : 63
Dengan demikian, inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah
satu dari dua faktor tersebut, atau mungkin juga terjadi karena dua faktor
tersebut. Namun demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan
didorong oleh kedua faktor internal dan eksternal tersebut diatas.
II.4 Konsep Transparansi Publik
II.4.1 Definisi Transparansi
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil -hasil yang dicapai.
Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai
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setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.
Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik
yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi
publik.
Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh
pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya
akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik
kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.
Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka
dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan.
Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan
lembaga maupun informasi -informasi yang mempengaruhi hak privasi
individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar,
maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat
dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskankeputusan -
keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari
setiap kebijakan tersebut.
Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik
sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun
menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas
berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat
birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya
kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupu n pengaruh
kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol
yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa.
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Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai
pembatasan, yang  mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik
tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa
informasi tersebut diberikan. secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip
transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :
a. Mekanisme yang menjamin  sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses -proses pelayanan publik
b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan  publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses -proses
didalam sektor publik.
c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat  publik didalam
kegiatan melayani Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek
pelayanan  publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi
bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan
dengan proses maupun kegiatan dalam sector publik.
II.4.2 Transparansi dan E-Governance
UNESCO (Sumber : Kompasiana), mengartikannya E-Gov
sebagai penggunaan informasi dan teknologi komunikasi oleh sector
publik dengan tujuan untuk memperbaharui informasi dan
penyelenggaraan pelayanan, merangsang partisipasi masyarakat dalam
proses pembuatan kebijakan dan membuat pemerintah lebih akuntabel,
transparan dan efektif.
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Pada dasarnya, E-Gov merupakan penggunaan Informasi
teknologi (IT) oleh pemerintah demi kemudahan pelayanan kepada
masyarakat, pihak swasta maupun internal organisasi pemerintah itu
sendiri secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Definsi
tersebut di atas menvisualisasi penggunaan TIK di dalam pengelolaan
persoalan-persoalan negara dengan transparansi dan efisiensi dalam
melindungi kepentingan warga.
Dr. APJ Abdul Kalam, Presiden  India menvisualisasi e-
Governance sebagai transparasi smart e-Governance dengan akses yang
tanpa rintangan, amandan alur informasi yang nyata melintasi rintangan
antar departemen, dan menyediakan layanan yang adil dan tidak bias
kepada warga. E- Governance aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi  untuk mengubah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas informasidan pertukaran transaksi di dalam pemerintah,
antara pemerintah dengan lembaga pemerintah baik level nasional,
negara, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten/daerah,maupun
warga dengan swasta dan pemberdayaan warga melalui akses dan
penggunaan informasi.
E-Governance dapat didefinisikan sebagai pemberian pilihan
kepada warga ketika dan dimana mereka mengakses informasi dan
layanan pemerintah. Keuntungannya banyak, tingkat tinggi transparansi,
bekerja tanpa kertas, kurang tertunda, memperbaiki langkah dan
efektivitas kepemrintahan.
E-Governance dipahami sebagai penggunaan TIK pada semua
level pemerintahan untuk memberikan kecepatan, kenyamanan dan
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layanan yang efisien yang transparan kepada warga dan perusahaan
swasta. E-Governance mengacu kepada penggunaan TIK dan berkaitan
dengan upaya memperbaiki kualitas layanan  kepemerintahan dan
pemerintahan. Tujuan utama TIK di dalam sistem pemerintahan adalah
untuk mengubah proses pemerintahan (Chitta Ranjan Moharana, Manas
Kumar Pal, Bhubaneswar, Odisha, 2012).
II.5 Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah
 Peraturan pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)
II.6 Kerangka Konsep
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Innovative
Governance
Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebelum melakukan penelitian
terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam
penelitian ini. Dengan menggunakan teori best practice UN dalam
administrasi publik, sehingga dapatlah disusun kerangka konseptual sebagai
berikut :
Gambar II.4
Kerangka Konsep
Pengelolaan
Dokumen Publik
Secara Online di Kota
Parepare
Kriteria inovasi PBB
(2007) :
1. Dampak
2. Kemitraan
3. Keberlanjutan
4. Kepemimpinan
5. Kesetaraan gender
6. Dapat
Ditransformasikan
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BAB III
Metode Penelitian
III.1 Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Artinya
penulis menggunakan wawancara, dokumen pribadi, catatan laporan, observasi
langsung ke lapangan dan anlisis dari bahan – bahan tertulis sebagai sumber
data utama.
III.2 Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare.  Dinas di kota Parepare
menjadi lokasi penelitian yakni dinas komunikasi dan informasi kota Parepare
yang merupakan pemegang kewenangan melaksanakan kebijakan program
pengelolaan dokumen publik secara online yang berdasar pada undang-undang
keterbukaan informasi publik serta aturan mengenai pembentukan PPID.
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian.
III.3.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif (penggambaran) yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa
yang terjadi pada saat ini. Di dalam-nya terdapat upaya mendeskripsikan,
mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang
sekarang ini terjadi atau ada. Jadi perhatian ini bertujuan untuk memperoleh
informasi – informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak menguji
hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara
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objektif (Harbani Pasolong, 2005:41-42). Melalui pendekatan penelitian
deskriptif, akan lebih luas dan mendalam dalam menggambarkan innovative
governance.
III.3.2 Dasar Penelitian
Dasar penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus.
Menurut Moh. Nasir (1999:66), studi kasus  adalah penelitian tentang status
subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari
keseluruhan komponen. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan
gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-
karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian
sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.
III.4 Narasumber atau Informan
Penentuan informan dalam penelitian diterapkan secara purposive, yaitu
mereka yang dianggap mempunyai informasi dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan pengelolaan dokumen publik secara online di kota Parepare .
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:
1. Kepala Dinas Komunikasi dan informasi kota Parepare (ex-officio dengan
PPID kota Parepare
2. Kepala seksi dokumen elektronik
3. Lembaga Swadaya Masyarakat
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III.5 Jenis dan Sumber Data
III. 5.1 Data Primer
Menurut Sugiyono (2012:156) sumber primer adalah sumber data yang
langsung memeberikan data kepada pengumpul data.
Dalam penelitian ini data primer  yang diperoleh dari sumber data yaitu bersal
dari informan-informan yang terlibat langsung sebagai pelaksana program
tersebut.
III. 5. 2 Data Sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen
(Sugiyono,2012:156).
Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dapat dicari sumber-
sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan, jurnal, ataupun buku yang
berkaitan dengan Innovative Governance.
III.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Observasi
Menurut Young dan Schmidt (1973)  dalam Harbani Pasolong (2005:94),
observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan
perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang
dimaksud adalah harus diberikan pada unit-unit kegiatan yang lebih luas
atau lebih besar pada fenomena-fenomena khusus yang diamati. Dalam
pengamatan ini, peneliti mengamati, merekam atau mencatat fenomena
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atau aktifitas yang sehubungan dengan Innovative Governance terkhusus
program Transparansi Dokumen Publik secara Online di Kota Parepare.
2. Wawancara
Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik penugmpulan
data ini mendasarkan diri pada laporan tentang sendiri atau self-report,
atau setidknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa
anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode
interview adalah sebagai berikut:
a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu
tentang dirinya sendiri
b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti
adalah benar dan dapat dipercaya
c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa
yang dimaksudkan oleh peneliti.
Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa orang yang dianggap penting (stakeholder) dari Pemerintah
Kota Parepare, Dinas Komunikasi dan Informasi kota Parepare serta
PPID kota Parepare.
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3. Mengumpulan dokumen-dokumen
Teknik dokumentasi untuk  mengumpulkan data dan informasi penunjang
melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, dan
hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini
Untuk keabsahan data penelitian yang dihasilkan diperlukan metode
triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010) mendefinisikan
triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai
untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif
yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal yaitu : triangulasi
metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.
Namun, pada penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi sumber data.
Yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan
sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi,
peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen
tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan
gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau
data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights)
yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu
akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
III.7 Teknik Analisis Data
Secara umum Miles dan Huberrman dalam Rivdia Lisa, dkk.(2010:3)
pembuatan gambaran seperti pada gambar berikut. Dan beranggapan bahwa
analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
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Gambar III.1
Komponen-komponen Analisis data, model air
Masa Pengumpulan data
REDUKSI DATA
Antisipasi Selama Pasca
PENYAJIAN DATA ANALISIS
Selama Pasca
PENARIKAN KESIMPULAN
Selama Pasca
Sumber : Miles dan Huberrman dalam Rivdia Lisa, dkk.(2010:3)
1. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui,
reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi
kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar
terkimpul, antisipasi ákan adanya reduksi data sudah tampak waktu
penelitinya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka
konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekátan
pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data
berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan,
mengkode, menelusur tema, rnembuat gugus-gugus, membuat partisi,
menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
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2. Penyajian Data
Alur  penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles
dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Béraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari mulai dari alat pengukur bensin, surat kabar, sampai
layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh
mengailalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman
yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan. penjelasan,
konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.
Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan
data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan -kumpulan catatan
lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang
digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi
seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun
seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.
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III.8 Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Innovative
Governance pada Studi Kasus Pengelolaan Dokumen Publik secara Online Di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, yang menyangkut aspek
perhatian yaitu mengacu pada beberapa jenis yaitu:
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak
beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada
sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya
melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
- Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang
menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
- Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki
potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
- Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang
memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam
tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah,
LSM, dan organisasi masyarakat.
- Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik
dan keuangan.
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4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan
community empowerment) yakni :
- Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan
publik;
- Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh
masyarakat tersebut.
- Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan
budaya.
- Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan
lebih lanjut dan replikasi.
- Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social
inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon
terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan
dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan
kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap
kemampuan yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local
content dan transferability).
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BAB IV
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
IV.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare merupakan salah
satu SKPD yang berlokasi di Jl. Panorama no.3 kota Parepare. Dinas
komunikasi dan informatika kota Parepare merupakan instansi pemerintah
daerah yang membantu walikota untuk mencapai visi misinya dalam bidang
komunikasi dan informatika. Untuk mencapai hal tersebut dinas komunikasi
dan informatika kota Parepare memiliki Visi yakni
“Terwujudnya Masyarakat Informasi melalui Pelayanan
Komunikasi dan Informasi yang efektif dan Efisien”
Adapun Misi Dinas Kominfo kota Parepare adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi
dan informatika melalui penyediaan saran dan prasarana yang memadai
2. Mengoptimalkan pemanfaatan saran komunikasi dan informasi
pemerintah, masyarakat dan mitra lainnya
3. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintahan
berbasis teknologi informasi menuju satu data pembangunan kota
Parepare
4. Meningkatkan layanan publik bidang komunikasi dan informatika melalui
program sosialisasi
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IV. 2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan
informatika;
b. penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan
informatika;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang komunikasi
dan informatika;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsi.
(3) Rincian tugas  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
a. membuat rencana kegiatan/program kerja dinas;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan tugas bawahan;
c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan;
d. merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai
dengan visi dan misi kota Parepare;
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e. menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang
komunikasi dan informatika;
f. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat di
bidang komunikasi dan informatika;
g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan
informatika, aplikasi, telematika, pendayagunaan komunikasi dan
informatika dan  serta pemberdayaan kelembagaan informasi;
h. menyusun rencana dan program di bidang  pengembangan
informatika, alpacas, telematika, pendayagunaan komunikasi dan
informatika dan serta pemberdayaan kelembagaan;
i. melaksanakan pengelolaan Website Pemerintah Kota Parepare;
j. merumuskan rencana pengembangan E-Government Kota Parepare;
k. mengkoordinasikan perumusan dan pengembangan sistim manajemen
komunikasi dan informatika pemerintah daerah sesuai dengan
kebutuhan;
l. mengkoordinasikan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel
Rumah/Gedung (IKR/G);
m. mengkoordinasikan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan
operator;
n. mengkaji dan mempersiapkan bahan  persetujuan izin prinsip
pendirian bangunan  menara telekomunikasi, galian untuk keperluan
penggelaran kabel komunikasi, usaha Perdagangan alat perangkat
komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui
Tim rekomendasi Pemerintah Daerah;
47
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
di bidang komunikasi dan informatika;
p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
B. Sekretaris
(1)Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat
menyurat, penyusunan program kegiatan dan   pelaporan dan keuangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan serta keuangan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan
aset serta evaluasi  dan pelaporan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan sub bagian;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian
pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi.
(3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :
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a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan
mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan;
b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan
keuangan dan aset;
h. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
i. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan
administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
j. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka
pembinaan dan pengembangan karir;
k. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
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C. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum  dan Kepegawaian
(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan
barang inventaris Kantor.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan  dalam lingkup sub bagian;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
sebagai berikut :
a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian;
b. mengelola dan melaksanakan urusan  ketatausahaan dan kearsipan
dinas;
c. melaksanakan urusan administrasi  dan pembinaan, pengawasan
kepegawaian dilingkungan dinas;
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d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas ;
e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang
inventaris/aset  kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak;
g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
dan program sub bagian administrasi umum dan kepegawaian;
i. menyusun formasi jabatan, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana
urusan administrasi dan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
D. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ;
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program
dan kegiatan  dalam lingkup sub bagian;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai
berikut :
a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat
program jangka pendek maupun jangka menengah;
b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta
sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
c. menyiapkan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan
dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
d. menyusun daftar usulan kegiatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;
f. melaksanakan urusan pengelolaan gaji  dan melaksanakan
penggajian;
g. melaksanakan  proses administrasi terkait dengan penatausahaan,
tata laksana  dan pengelolaan keuangan dinas;
h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
i. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program
kerja dan kegiatan dinas;
j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
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E. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
(1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai
berikut:
a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
b. memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan
program/kegiatan;
c. mengkoordinasikan data bahan evaluasi serta pelaporan program dan
kegiatan dinas;
d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
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f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan
solusi pemecahannya;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dan program;
h. menyiapkan data pendukung (suplemen) penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
F. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
(1) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan program pengkomunikasian dan
penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi  mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi;
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :
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a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-
masing seksi;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan
informatika;
f. melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang komunikasi
dan informasi;
g. menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan
pertemuan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan secara
berkala;
h. merumuskan kebijakan teknis pendayagunaan media komunikasi dan
pelayanan informasi pemerintah kepada masyarakat;
i. melaksanakan perancangan E-Government Pemerintah Kota
Parepare;
j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan
komunikasi dan informatika pemerintah kepada masyarakat melalui
pemanfaatan teknologi media komunikasi dan informasi;
k. melakukan penkajian penyebarluasan informasi atau sosialisasi
kebijakan dan program pembangunan daerah;
l. memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja
pemerintah daerah melalui berbagai media komunikasi yang
dilaksanakan lembaga/badan dan ormas;
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m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan
pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi;
n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri atas :
- Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi dan Diseminasi Informasi
- Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Informasi
G. Kepala Bidang Pengelolaan Data
(1) Kepala Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan dan pengolahan data elektronik serta pengembangan dan
pembinaan system komunikasi dan informasi secara elektronik.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Data mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam
lingkup bidang;
e. pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan
fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data sebagai  berikut :
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a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-
masing seksi;
b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data elektronik;
f. merumuskan kebijakan dibidang teknologi komunikasi dan sistim
informasi berbasis elektronik (informatika);
g. melaksanakan fungsi sebagai bank data pemerintah daerah;
h. menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan
pengembangan sistim komunikasi dan informatika;
i. menyiapkan standard prosedur pembangunan dan pengembangan
sistim komunikasi dan informatika pemerintah daerah yang mencakup
perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia;
j. menyiapkan data base pembangunan dan pengembangan sistim
komunikasi dan informatika pemerintah daerah;
k. melaksanakan Pengembangan jaringan dan manajemen sistem
komunikasi dan informatika pemerintah daerah yang terintegrasi;
l. memberikan bimbingan teknis di bidang teknologi informasi serta
pembangunan,  pengembangan dan pengendalian sistim komunikasi
dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Parepare;
m. melaksanakan kerja sama dibidang teknologi komunikasi dan
informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta
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pemanfaatan sistim komunikasi dan informatika pemerintah daerah;
dan
n. melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga
informasi komunikasi guna meningkatkan efesiensi, efektivitas,
transfortasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
implementasi E-Government kedepan;
o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Bidang Pengelolaan Data terdiri atas :
- Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik
- Kepala Seksi Aplikasi Telematika
H. Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi
(1) Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan pemanfaatan media komunikasi secara
efektif dalam rangka peningkatan kapasitas komunikasi dan penyampaian
informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi mempunyai
fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan dalam lingkup bidang;
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d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
bidang;
e. pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan
fungsi.
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi sebagai
berikut :
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-
masing seksi;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang
pendayagunaan media komunikasi yang meliputi media komunikasi
massa, komunikasi kelompok, komunikasi publik, serta media
komunikasi tradisional dan alternatif;
f. menyiapkan petunjuk teknis di bidang pendayagunaan media
komunikasi serta pengawasannya;
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian berbagai media
komunikasi di masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
di bidang pemberdayaan media komunikasi dan informasi;
i. menetapkan kebijakan teknis mengenai pendayagunaan media  dalam
pemberian pelayanan informasi komunikasi kepada masyarakat;
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j. melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan media informasi dalam
penyebarluasan informasi;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas
pokok dan fungsi.
Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi terdiri atas :
- Kepala Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik
- Kepala Seksi Pelayanan Media Publik
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1. Pengelolaan Dokumen Publik Secara Online Di Dinas Komunikasi dan
Informatika kota Parepare
Melalui Undang-undang keterbukaan informasi publik, pemerintah
berupaya menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel serta berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan
akses informasi yang terbuka. Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintah lalu
mengeluarkan Peraturan pemerintah agar supaya pemerintah daerah dapat
memanifestasikan aturan ini ke dalam sebuah program keterbukaan informasi.
Hal ini tak terkecuali pemerintah kota Parepare, Seperti yang dijelaskan oleh
salah satu informan bahwa :
“dasar dari program ini yaitu UU KIP kemudian diteruskan perwali, di
perwali ini disebutkan semua mi, termasuk PPIDnya” (IW)
Kemudian lanjut informan yang sama menjelaskan :
“selain itu, kita sebagai dinas yang menangani langsung ini aturan,
merasa bahwa pemda ingin membuka diri terhadap informasi ke
masyarakat, untuk meningkatkan rasa trust kepada pemerintah, jadi
sebelum di online kan, dipersiapkan dulu semua dokumennya, bahkan
sampai opini hasil pemeriksaan BPK juga ada” (IW-tanggal 11 desember
2014)
Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan keseriusan pemda kota
Parepare dalam hal keterbukaan informasi, untuk itu lahirlah program inovative
yaitu pengelolaan dokumen publik secara online di kota Parepare. Dari program
inilah sehingga Kota Parepare meraih penghargaan daerah innovative bidang
akuntabilitas publik dari FIPO otnomi awards pada tahun 2013.
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Pengelolaan dokumen publik secara online yang dilakukan pemerintah
kota Parepare, tidak serta merta menampilkan semua dokumen publik melalui
website (lihat www.pareparekota.go.id). Pemerintah kota melalui diskominfo
tetap memilah mana dokumen publik yang seharusnya di publish tanpa
permintaan dan dokumen yang harus melalui mekanisme permintaan oleh
pemohon informasi, seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan bahwa :
“Pelayanan melalui webisite untuk saat ini berisi dokumen yang tidak
perlu diminta, artinya tidak perlu melalui proses permintaan, seperti
RAPBD, RPJMD” (IW)
Selain itu, lanjut informan yang sama :
“Ada beberapa dokumen yang harus melalui permintaan, seperti
informasi mengenai proyek dinas ini dan dinas itu, ini yang biasa agak
lama, karena datanya itu ada di SKPD terkait, biasa mereka itu lama na
kasih” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal ini sesuai dengan data yang
ada di website kota Parepare, dimana dokumen publik yang bersifat wajib untuk
di publish yang tersedia di website, tapi untuk dokumen yang melalui mekanisme
permintaan juga bisa dilakukan secara online. Maka dapat digambarkan bahwa
pengelolaan dokumen publik secara online ini secara garis besar terbagi atas :
- Dokumen publik yang wajib diketahui oleh masyarakat
Dokumen publik yang wajib diketahui oleh masyarakat merupakan
dokumen mengenai konsep pembangunan secara umum kota Parepare
yang terdiri dari RPJMD, ILPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, RKPD,
RAPBD/APBD, RPJPD, LAKIP, Dokumen Statistik serta Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah.
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Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan mudah untuk
mengakses serta dapat mengetahui gambaran pembangunan yang ada di
Kota Parepare dengan begitu akan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas serta diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam membangun kota Parepare lebih maju.
Layanan ini dapat di akses melalui situs www.pareparekota.go.id
dengan tampilan awal website sebagai berikut :
Gambar V.1
Tampilan awal website Kota Parepare
Sumber : www.pareparekota.go.id tahun 2014
Dari gambar di atas sesuai dengan penjelasan dari informan sebelumnya,
dimana untuk akses dokumen publik sudah dapat dilakukan secara online
melalui website pemerintah kota Parepare.
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Setelah itu, klik info layanan, PPID kemudian dokumen publik. Maka akan
tampil gambar sebagai berikut :
Gambar V.2
Tampilan kumpulan dokumen yang dapat di akses
Sumber : www.pareparekota.go.id tahun 2012
Dari gambar diatas menggambarkan kemudahan dokumen-dokumen
publik untuk diakses, melalui hal itu mampu meningkatkan dan memudahkan
pelayanan kepada masyarakat dalam hal memperoleh informasi tentang kondisi
pembangunan kota Parepare.
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- Dokumen publik yang harus melalui proses permintaan
Dengan berdasar pada E-government, diharapkan mampu lebih
mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan dokumen publik yang ada di
Kota Parepare ini. Sebelum adanya program inovasi ini, masyarakat dalam hal
ini pemohon informasi melakukan permintaan secara manual di pemerintah
daerah kota Parepare, dengan datang langsung dengan membawa surat
ataupun disampaikan secara lisan serta menyertakan identitas. Dengan adanya
program online ini, diharapkan mampu memudahkan permintaan informasi oleh
pemohon, dengan cara mengirimkan identitas memalu surat elektronik ke e-mail
diskominfo, seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan yakni :
“Melalui layanan online ini, mekanisme permintaan bisa melalui email
diskominfo, contact person yang ada diwebsite, dan harus melampirkan
identitas dan mengisi form yang telah disediakan” (IW-tanggal 11
desember 2014)
Terkait akan mekanisme permintaan informasi, hal ini sudah ada pada
website pareparekota.go.id, seperti yang tertera dibawah :
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Gambar V.3
Tata cara memperoleh informasi publik
Sumber : Dinas Kominfo Kota Parepare tahun 2012
Formulir yang telah diisi dan dilampirkan Fotocopy KTP
Pemohon/Pengguna di kirimkan via Fax. (0421) 21512 atau email :
dinaskominfo@pareparekota.go.iddinaskominfo@pareparekota.go.id
Namun dalam perjalanan program layanan online ini, hingga saat ini
belum pernah ada masyarakat atau pemohon informasi yang melakukan
permintaan melalui e-mail, hal ini sesuai dengan penuturan dari salah satu
informan sebagai berikut :
“Permintaan dokumen melalui website, terkadang ada yang melalui email,
tapi pengambilan dokumennya juga masih secara manual, jadi kita layani
saja”(IW-tanggal 11 desember 2014)
Selain itu, ada beberapa ketentuan yang mengikat pemohon informasi
terkait akan informasi yang mereka butuhkan berdasarkan gambar berikut :
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Gambar V.4
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Sumber : website pareparekota.go.id tahun 2012
Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan bahwa :
“Yang perlu diwanti-wanti adalah yang pemohon informasi jangan sampai
dokumen itu disalahgunakan, mereka juga harus tau kewajibannya
menggunakan informasi” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Namun, seiring dengan perjalanannya, program ini tidak berjalan
sebagaimana apa yang menjadi ekspektasi dari pemerintah daerah dalam hal ini
dinas Kominfo kota Parepare, program ini tidak mendapatkan respon yang positif
dari masyarakat kota Parepare hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini 3 tahun
berjalannya program ini, belum ada pemohon informasi yang melakukan
mekanisme permintaan informasi melalui media online,  seperti yang dituturkan
oleh Informan yaitu :
“Permintaan dokumen melalui website, terkadang ada yang melalui email,
tapi pengambilan dokumennya juga masih secara manual, jadi kita layani
saja”(IW-tanggal 11 desember 2014)
Selain itu, ternyata masyarakat kota Parepare dalam hal ini pemohon
informasi, sering melakukan permintaan informasi dengan cara datang langsung
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ke SKPD terkait data yang mereka inginkan, hal ini berdasarkan penjelasan
salah satu informan :
“memang berdasarkan uu dan perwali itu, setiap skpd ada PPID yang
membantu urusan PPID kota, jadi kalo ada permintaan, PPID pembantu
kasih sama saya, baru PPID kota yang berikan ke pemohon, itu kalo
mintanya di dinas kominfo, karena kebanyakan sekarang LSM langsung
minta di SKPD terkait” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Dari hasil penelitian diatas terkait pengelolaan dokumen publik secara
online di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggambarkan
bahwa pengelolaan dokumen publik yang dilakukan sudah berjalan dengan baik,
hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi, dimana menunjukkan
kesesuaian antara aturan yang berlaku dalam hal ini SOP. Namun, respon
masyarakat atau pemohon informasi masih kurang dalam permohonan melalui e-
mail, hal ini dibuktikan dari tidak adanya masyarakat yang melakukan proses
permintaan dokumen secara online, semua hanya memanfaatkan dokumen yang
telah tertera pada website kota Parepare.
V.2. Kriteria Innovative Governance
Berdasarkan konsep yang dikemukakan dari united nation (persatuan
bangsa-bangsa) bahwa terdapat beberapa kriteria dalam innovative
governance, dimana indikator tersebut meliputi :
- Dampak (Impact)
- Kemitraan
- Keberlanjutan
- Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat
- Kesetaraan gender dan pengecualian sosial
- Dalam konteks lokal dan dapat ditransfer
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1. Dampak
Menurut Albury (dalam Suwarno, 2008 :10) secara lebih
sederhana mendefenisikan inovasi sebaagai news ideas that work. Ini
berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang
bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai
manfaat sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak di
ikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.
Salah satu informan menjelaskan mengenai dampak dari program
ini dari segi pemerintah, bahwa :
“dengan mekanisme online ini, membuat informasi publik bersifat
aktif, artinya informasi yang memang seharusnya diketahui,
langsung bisa dilihat di website, tidak perlu mi lagi buang tenaga
dan waktu untuk datang di kantor” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Selain itu, Informan kedua dari pemerintah menambahkan bahwa :
“misalnya ada yang minta data RPJMD, tidak perlu mi lagi kita
printkan, karena ada ji di websitenya”. (MY-tanggal 15 desember
2014)
Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, pengelolaan
dokumen publik yang sekarang memberikan dampak terhadap kerja
kelembagaan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, berdasarkan
observasi penulis, pemenuhan hak-hak memperoleh informasi dari
masyarakat tidak lagi bersifat pasif dari pemerintah, tetapi sudah bersifat
aktif, tinggal bagaimana masyarakat kota Parepare dapat memanfaatkan
keterbukaan informasi yang ada di kota Parepare. Terkait akan hal itu,
salah satu informan menambahkan :
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“kita tidak pernah mengukur dampak dari program ini langsung di
masyarakat, tapi selalu kita berharap bahwa dengan mekanisme
sekarang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan yang
terpenting pemerintah atau SKPD sekarang sudah was-was dalam
bekerja karena biar data keuangan proyek masyarakat juga bisa
akses” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, menggambarkan
bahwa dampak yang diberikan program ini terhadap efisiensi layanan
cukup baik, hal ini dibuktikan dari jumlah pengakses layanan ini mencapai
2042 pengunjung terhitung sejak tahun 2012 (data di ambil tahun 2013)
dan hingga 2014 layanan ini tercatat jumlah pengunjung hingga 3129
seperti yang tertera pada gambar berikut :
Gambar V.5
Tampilan Jumlah Tayang/akses website
Sumber : pareparekota.go.id tahun 2015
70
Jika dibandingkan dengan data pemohon sebelum program ini
dilaksanakan melalui mekanisme online hanya organisasi tertentu atau
LSM yang mengakses dokumen publik, saat ini dokumen tersebut dapat
diakses terbuka untuk semua masyarakat tanpa dipungut biaya.
Berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan penulis terkait standar
operasional pelayanan dokumen publik, menjelaskan bahwa dalam
pengambilan dokumen publik tidak lagi memerlukan biaya, adapun untuk
penggandaan tergantung kepada pemohon informasi. Kemudian waktu
yang dibutuhkan untuk mengambil dokumen tersebut tidak lagi
memerlukan waktu yang lama, semua telah dilaksanakan berdasarkan
ketentuan standar operasional dan terlebih untuk dokumen yang sifatnya
terbuka di website, masyarakat cukup mengaksesnya melalui website
tanpa kenal tempat dan waktu serta tidak dipungut biaya.
Di sisi lain, salah satu informan dari masyarakat yang tercatat
sebagai pemohon informasi menjelaskan mengenai dampak dari
pengelolaan dokumen publik secara online ini bahwa :
“memang kalo berbicara tentang dokumen yang sifatnya umum,
seperti RPJMD, langsung ada datanya di website, tapi kalo yang
lebih spesifik kita dari LSM FOKUS lebih memilih pake mekanisme
manual karena kita rasa lebih efektif, apalagi kan Parepare kecil ji
Cuma 99 km2, jadi gampang ji dijangkau kantor-kantor
pemerintahan”. (MT-tanggal  5 januari 2015)
Selain itu, Informan yang lain dari masyarakat menjelaskan mengenai
dampak yakni :
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“sebenarnya memang bagus jika bisa di akses melalui internet, dalam
artian kita lebih gampang lagi untuk dapatkan dokumen yang di inginkan,
tapi sekira kan ada juga batasannya dokumen yang termuat di website
pemerintah” (IA-via telepon tanggal 9 februari 2015)
Kemudian ditambahkan oleh informan yang sama :
“kalo dibilang mau ambil dokumen yang tidak termuat di website
pemerintah, saya lebih pilih secara manual saja, karena lebih enteng
datang langsung, daripada lewat e-mail, belum lagi ditunggu balasan e-
mailnya, tapi sebenarnya tujuannya itu bagus semua berbasis teknologi”
(IA-via telepon tanggal 9 februari 2015)
Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dari segi dampak
ke masyarakat untuk mekanisme online ini, untuk kategori dokumen yang melalui
permintaan pemohon informasi menganggap mekanisme manual dalam artian
mendatangi langsung kantor terkait terbilang masih lebih efektif daripada
mekanisme online. Berikut adalah data pemohon informasi tahun 2014.
Tabel V.1
Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Parepare
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare tahun 2014
72
Dari tabel di atas menjelaskan bahwa selama tahun 2014 jumlah
pemohon informasi adalah dua orang, dan jumlah permintaan dokumen
adalah 7 dokumen publik. Selain itu, Pelayanan terkait permintaan
informasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertera pada Standar
Operasional Pelayanan.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, program pengelolaan
dokumen publik secara online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota
parepare, telah memberikan dampak terhadap kemudahan pelayanan ke
masyarakat. Selain itu, dengan program ini kota Parepare telah
mendapatkan penghargaan dari FIPO Otonomi Awards sebagai daerah
otonom terinovatif dalam bidang akuntabilitas publik pada tahun 2013.
2. Kemitraan
Dalam konteks kekinian di era good governance, pemerintah tidak
lagi memposisikan institusinya sebagai pelaksana tunggal urusan publik.
Pemerintah sebagai “pelayan” urusan publik, diharapkan mampu memiliki
mitra kerja yang dapat mengefisienkan serta mengefektifkan urusan
publik. Dalam trilogi good governance menggambarkan bahwa
pemerintah bersama dengan pihak swasta serta masyarakat bekerja
sama agar tercipta iklim bernegara yang baik. Dalam konsep innovative
governance, kemitraan menjadi salah satu fokus penting dalam hal
inovasi pemerintahan, seperti yang dijelaskan pada kriteri innovative
governance menurut United Nation (Persatuan bangsa-bangsa).
Pengelolaan dokumen publik secara online di Kota Parepare,
yang merupakan program inovasi dari pemerintah dan telah
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mendapatkan penghargaan dari FIPO untuk daerah terinovasi di bidang
akuntabilitas publik. Tentunya diharapkan program ini tidak terlepas dari
bentuk kemitraan pemerintah daerah, baik itu G to G, G to C serta G to B.
Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan penulis menyatakan
bahwa undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik menekankan akan kerja kemitraan antar stakeholders, diantaranya
pada pasal 6 mengenai hak badan publik serta pasal 14 hingga pasal 16
mengenai informasi yang wajib disediakan oleh organisasi non
pemerintahan.
Namun, dalam perjalanan program ini berdasarkan observasi
penulis, konsep kemitraan yang dibangun masih sebatas pemerintah
dengan pemerintah. Eksistensi PPID serta PPID pembantu yang ada di
SKPD merupakan mitra kerja dari DISKOMINFO Kota Parepare dalam
memberikan pelayanan informasi kepada publik guna tercipta iklim
transparansi. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan bahwa :
“PPID kepala kota Parepare ex-officio dengan kepala diskominfo
dan sekretaris dinas setiap SKPD merupakan ketua PPID
pembantu untuk setiap SKPDnya” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Dari penjelasan diatas senada dengan hasil telaah dokumen
penulis terhadap Perwali Kota Parepare yang menjadi payung hukum
pelaksanaan program pengelolaan dokumen publik ini. Untuk tugas dan
tanggung jawab PPID pembantu, Iwan menambahkan bahwa :
“Pelayanan permintaan dokumen publik, PPID pembantu yang
terkadang langsung eksekusi, kalo Kontribusi PPID pembantu di
pengelolaan online ini,  PPID pembantu memberikan data kepada
PPID pusat, kemudian PPID pusat yang mempublish” (tanggal 11
Desember 2015)
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Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa
konsep kemitraan yang dibangun antar SKPD dalam hal pengelolaan
dokumen publik ini berjalan dengan baik.
Namun, pelaksanaan konsep kemitraan masih antar pemerintah
daerah setempat, karena ketika mengacu pada trilogi good governance
dan innovative governance seharusnya model kemitraan yang ada sudah
berkembang antar pemerintah dan swasta bahkan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan penulis menyatakan
bahwa Pemerintah pusat melalui UU KIP serta PP, sudah berusaha untuk
mewujudkan terciptanya kemitraan yang semakin kompleks, hal ini
dibuktikan dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa PPID pembantu
tidak hanya ada pada lembaga pemerintah, namun harus  juga ada pada
lembaga-lembaga masyarakat sebagai mitra koalisi sekaligus oposisi dari
pemerintah daerah.
Sampai saat ini tercatat bahwa belum ada lembaga atau
organisasi masyarakat yang menyatakan diri telah memiliki PPID
pembantu dalam organisasinya. Hal ini kemudian diperjelas oleh salah
satu informan :
“NGO juga penyedia informasi, yang wajib menyediakan informasi
itu adalah semua yang badan publik dan organisasi yang
mendapat bantuan dari Pemerintah” (IW-tanggal 11 desember
2014)
Kemudian dtambahkan :
“Sampai saat ini belum pernah ada penyampaian dari organisasi
masyarakat terkait PPID pembantu yang mereka bentuk” (IW-
tanggal 11 desember 2014)
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Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa model kemitraan yang
seharusnya di bangun masih jauh dari yang diharapkan. Tapi di lain pihak
salah satu informan lain menjelaskan terkait hal ini bahwa :
“kalo berdasarkan aturan, NGO memang harus memiliki PPID,
dimana sekretaris organisasi berlaku sebagai ketua PPID
pembantu, tapi kita sendiri dari FOKUS menganggap bahwa
lembaga kita juga punya tersendiri divisi untuk menangani itu,
yaitu divisi dokumentasi dan informasi, lagian dari pemerintah juga
tidak pernah ada instruksi langsung untuk setor PPID pembantu
dari kita”. (MT-tanggal 5 januari 2015)
Selain itu, informan lain juga menambahkan terkait hal ini yakni :
“kita tau ji juga kalo dalam aturan itu memang setiap organisasi
masyarakat ataupun pemuda harus memiliki PPID pembantu
ketika mereka menggunakan dana bantuan dari pemerintah, tugas
kita kan cuma menyediakan dokumen-dokumen organisasi ta
sendiri, kita siap sediakan, tapi dari pemerintah juga tidak pernah
komunikasi hal ini” (IA-tanggal 6 januari 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa
setiap organisasi masyarakat menyadari perannya sebagai PPID
pembantu sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, namun yang terjadi
adalah kurangnya koordinasi antara Stakeholders yang terkait sehingga
konsep kemitraan terkesan berjalan tidak efektif.
3. Keberlanjutan
Keberlanjutan dari sebuah program menjadi sangat penting ketika
program itu memberikan manfaat. Selain itu keberlanjutan sebuah
program harus melihat unsur-unsur yang terkait, menurut sangkala (Hal.
165) keberlanjutan layanan publik sangat tergantung kepada adanya
daya dukung dari setiap unsur-unsur yang terkait, dari eksekutif, legislaitf,
masyarakat, teknologi, keuangan, lingkungan serta SDM.
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Program pengelolaan dokumen publik secara online sebagai
program inovasi diharapkan dapat berlanjut, untuk itu salah satu informan
menjelaskan :
“kita selalu berupaya untuk melaksanakan ini program apalagi kita
sudah dapat prestasi tahun lalu, dan juga dewan sendiri yang
usulkan kemarin untuk dibuatkan perda terkait ini” (IW-tanggal 11
desember 2014)
Dari penjelasan diatas, menggambarkan bahwa pihak eksekutif
dan legislatif sudah berupaya memberikan dukungan sesuai dengan
kewenangan mereka. Terkhusus pada pihak legislative yang tercatat
terus melakukan pembahasan mengenai Ranperda Keterbukaan
informasi ini walaupun hingga saat ini masih dalam kondisi terkatung-
katung (Sumber http://www.dprd-pareparekota.go.id/index.php/23-
beranda/284-ranperda-kip ): . kemudian terkait dukungan Sumber daya
manusia salah satu informan menjelaskan :
“SDM yang kita miliki untuk kelola ini program sudah cukup
memadai, ditambah lagi terkadang kita terima juga siswa SMK
untuk Praktek disini, khususnya jurusan multimedia” (IW-tanggal
11 desember 2014)
Kemudian lanjut informan yang sama menambahkan :
“SDM yang kita miliki memang sedikit yang berlatarbelakang IT,
tapi kita sering laksanakan pelatihan-pelatihan mengenai IT untuk
pegawai-pegawai disini, apalagi untuk yang bersentuhan langsung
dengan IT, seperti pegawai yang menangani mobil internet
kecamatan, Kasi dokumen elektonik”(IW)
Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dukungan dari
segi Sumber daya manusia untuk saat ini terus berusaha dikembangkan,
mulai dari pengadaan pelatihan IT hingga memberikan kesempatan untuk
tenaga-tenaga muda yang berlatarbelakang IT untuk bisa bekerja disini.
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Selain itu, dari hasil observasi penulis, menggambarkan bahwa hampir
keseluruhan pegawai yang ada di Diskominfo Kota Parepare sudah
melek akan teknologi untuk penunjang layanan online ini bahkan untuk
program lainnya, hal ini dibuktikan dari kesiapan Diskominfo kota
parepare untuk menjadi yang pertama kalinya menerapkan e-office,
dimana proses surat menyurat, kerja setiap bidang semuanya berbasis
teknologi atau online. Berikut adalah gambar mengenai berita keseriusan
Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare dalam pengembangan
teknologi :
Gambar V.6
Pemkot Parepare gagas penerapan e-office
.
Sumber : pareparekota.go.id/ajattapareng terkini tahun 2014
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Kemudian, dari segi prasarana untuk menunjang layanan
pengelolaan dokumen publik secara online ini, berikut adalah hasil
wawaancara dengan salah satu informan :
“banyak  yang kita miliki untuk menunjang ini layanan online, mulai
dari kantor Diskominfo yang berbasis internet, kemudian akses
masyarakat terhadap website bisa gampang karena adanya
MPILK” (IW)
Kemudian ditambahkan oleh salah satu informan lain :
“sekarang kan era teknologi, serba internet, terus kita juga dapat
bantuan dari kementrian untuk internet kecamatan dan mobil
keliling internet, jadi kan bisa na akses disitu” (MY-tanggal 15
desember 2014)
Dari penjelasan di atas, menggambarkan bahwa dukungan dari
setiap unsur untuk pelaksanaan program ini sudah cukup berperan,
tinggal bagaimana masyarakat dapat merespon program ini sebagai
bentuk transparansi pemerintahan.
Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis
menggambarkan bahwa keberlanjutan dari program ini sangat mungkin
terjadi, hal ini dibuktikan dari mudahnya pelayanan ini dilaksanakan (Lihat
gambar V.2 dan V.3), sangat efektif dan efisien, tidak memungut biaya
lagi serta tenaga-tenaga muda yang paham akan IT diberdayakan di
dinas kominfo demi menunjang peningkatan dari pelayanan ini bahkan
untuk inovasi yang lain kedepannya.
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4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat
a. Kepemimpinan
Adanya sebuah program inovasi tidak terlepas dari sikap
pemimpinnya yang tidak berhenti melakukan perubahan serta berupaya
memberikan kesempatan untuk berpendapat kepada bahwahannya.
Menurut Lao Tzu pemimpin adalah seorang yang membantu
mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi
memerlukan pemimpinnya itu. Dan menurut pancasila, Pemimpin harus
bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan
membimbing asuhannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai
aspek kepemimpinan, menggambarkan bahwa peran kepala dinas
komunikasi dan informatika kota Parepare dalam menggerakkan
bawahannya untuk berinovasi sangat besar, seperti yang dijelaskan oleh
salah satu informan yakni :
“kita dalam bekerja selalu diberikan keleluasaan, yang penting apa
yang kita kerja selalu ada laporannya” (MY-tanggal 15 desember
2014)
Kemudian ditambahkan :
“kalo tentang layanan online ini, pak kadis yang pegang peranan
penting, apalagi kalo dokumen yang melalui permintaan, kan
harus diverifikasi beliau, baru kita eksekusi lanjutan” (MY-Tanggal
24 januari 2015 via telepon)
Kemudin terkait peran pemimpin dalam layanan online ini cukup
besar, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu
informan :
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“kalo mengenai layanan online ini, pak kadis punya peranan
penting dan tanggungjawab, perintah diberikannya dokumen
kepada pemohon informasi pak kadis yang tentukan, kita diberikan
teguran kalo sedikit saja terlambat upload dokumen atau informasi,
ada sengketa informasi, beliau yang tangani. Tapi tetap kita punya
kebebasan bekerja asal semua sesuai aturan”
Selain itu, berdasarkan observasi penulis, Dinas kominfo telah
banyak menjalankan program-program yang dinilai inovasi terhitung
semenjak kepala dinas yang sekarang memimpin, diantaranya
pengelolaan radio suara bandar madani kota Parepare sebagai media
saluran informasi semakin aktif dan terbuka untuk usaha kecil dan
menengah dalam mempromosikan usahanya. Selain itu, visi-misi yang
dibangun oleh dinas kominfo sangat adaptabel terhadap perkembangan
informasi dan teknologi sekarang.
b. Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kriteria penting dalam
menilai program inovasi (PBB), dimana masyarakat diharapkan mampu
untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan yang ada. Untuk
sebuah program inovasi ada beberapa bentuk tahapan yang perlu
diperhatikan dan bisa digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat,
menurut Rogers (hal. 420) yakni perintisan, dimana terjadi proses
identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah serta
penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah implementasi atau
pelaksanaan, dimana tahap ini memerlukan klarifikasi terhadap program
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yang dijalankan serta rutinisasi yang merupakan tindak lanjut dari
klarifikasi.
Berikut kutipan wawancara penulis dengan informan terkait
pemberdayaan masyarakat :
“kita pernah melibatkan masyarakat untuk diskusi terkait UU KIP
ini, waktu itu sama dengan kementrian sosialisasi UU KIP belum pi
ada ini layanan online. Disitu kita saring juga pendapatnya
masyarakat” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Kemudian ditambahkan :
“semenjak layanan ini dijalankan, kita tetap terima kritikan dan
masukan dari masyarakat melalui desk pengaduan yang ada di
web, kita selalu berupaya untuk terima itu semua”. (IW-tanggal 11
desember 2014)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh data bahwa
partisipasi masyarakat dalam proses perumusan program ini sudah
pernah dijalankan walaupun bentuknya tidak langsung. Kemudian pada
tahap pelaksanaan program, pemerintah telah berupaya melakukan
klarifikasi dengan cara menerima kritikan dan masukan dari masyarakat
untuk pengembangan program ini.
Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis
menggambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam program ini
masih sangat minim, hal ini dibuktikan dari begitu banyaknya saran dan
kritikan yang dilontarkan masyarakat di website kota parepare tetapi
masih sedikit yang direspon oleh pemerintah kota. Salah satuya seperti
yang tertera pada gambar berikut :
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Gambar V.7
Portal Pengaduan website kota Parepare
Sumber : Website Setdako Pareparekota.go.id tahun 2014
0 tanggapan dari pemerintah terkait
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial
Kesetaraan gender dan pengecualian sosial merupakan sebuah
isu yang terus ada menghiasi era demokrasi sekarang ini. Tak terkecuali
sesuatu yang berbau perubahan atau inovasi yang rentan akan resistensi.
Menurut United Nation inisiatif/inovasi haruslah dapat diterima dan
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merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya ;
mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan,
jenis kelamin, usia, kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan
nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
Menurut Sangkala (hal. 172) untuk melihat dimensi kesetaraan
masyarakat dalam pelayanan publik terdapat beberapa indikator seperti
pemberian waktu pelayanan, pemberian biaya, perilaku aparat serta
posisi masyarakat miskin.
Pemerintah Kota Parepare melalui program pengelolaan dokumen
publik secara online juga terus berupaya memberikan pelayanan yang
setara kepada masyarakat, seperti yang dikatakan oleh salah satu
informan :
“kita selalu berupaya memberikan pelayanan informasi dengan
baik tanpa pandang bulu, asalkan semua berdasarkan aturan
yang ada”. (IW-tanggal 11 desember 2014)
Kemudian di tambahkan oleh Informan yang lain :
“terkadang itu ada pemohon, datang marah-marah di kantor
karena merasa lama di kasih dokumennya, yang jadi persoalan
setiap dokumen yang mau diberikan kita juga harus telaah baik-
baik, apakah ini bukan termasuk dokumen yang dikecualikan, dan
juga berdasarkan aturan maksimal pelayanan diberikan itu 10 hari,
kemarin itu baru sampai 7 hari marah-marah mi” (MY-tanggal 15
desember 2014)
Kemudian salah satu informan dari masyarakat mengkonfirmasi hal
tersebut :
“sejauh ini, memang belum ada kita dapat kasus diskriminasi,
yang penting kita sesuai mekanisme, di kasih ji itu”. (MT-tanggal 5
januari 2015)
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Dari hasil kedua wawancara di atas menggambarkan bahwa
pemerintah melalui pelayanan online ini telah berupaya memberikan
pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan transparan yang
dilandasi dengan aturan.
Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen yang dilakukan
penulis menggambarkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan
pelayanan tanpa diskriminasi, hal ini dibuktikan dari pelayanan yang
diberikan pemerintah kota kepada penulis dan pemohon informasi lainnya
dalam hal ini LSM, dalam memberikan dokumen tidak ada perbedaan
pelayanan, semua brdasar pada mekanisme yang telah ditetapkan.
6. Dalam Konteks Lokal dan Dapat Ditransfer
Sebuah program akan berjalan dengan baik ketika program
tersebut memang menjadi sebuah kebutuhan dimana program itu akan
diimplementasikan, begitupun sebaliknya akan menjadi sia-sia ketika
tidak sesuai dengan konteks lokal. Pengelolaan dokumen publik secara
online ini yang di lakukan oleh pemerintah Kota Parepare memang sesuai
dengan kondisi kekinian terhadap bentuk akuntabilitas publik serta
menyebarluaskan bentuk pembangunan kepada masyarakat serta media
pengawasan dan evaluasi dari masyarakat kepada pemerintah. Seperti
yang dijelaskan oleh salah satu informan :
“sejauh ini kita anggap sesuai, karena sekarang itu kebanyakan
orang haus akan informasi, terus sekarang eranya internet jadi kita
permudah pengaksesannya dengan cara di online-kan, dan juga
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seperti yang kujelaskan tadi, bahwa rasa trust masyarakat itu
penting” (IW-tanggal 11 desember 2014)
Tetapi disisi lain, salah satu informan dari masyarakat
menjelaskan terkait hal ini bahwa :
“kalo berbicara apakah sesuai kebutuhan di Kota Parepare, pasti
mi tidak terlalu sesuai karena itu tadi, Parepare itu kecil ji, akses
ke kantor-kantor pemerintahan gampang ji dan kita merasa lebih
sreek kalo datang langsung ke kantor, daripada lewat e-mail
belum tentu kejelasannya”. (MT-tanggal 5 januari 2015)
Kemudian ditambahkan oleh informan lain dari pemohon informasi :
“melihat perkembangan zaman, memang sesuai dengan konsep
teknologinya, bisa di akses di internet, tapi semua tergantung
masyarakat yang mau ambil dokumen, mau lewat internet atau
mau langsung ke kantor, bisa juga, tidak jadi maslah ji itu”(IA-
tanggal 6 januari 2015)
Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa diantara
pemerintah dengan LSM terjadi perbedaan pendapat terkait kriteria dalam
konteks lokal. Tetapi yang terpenting bahwa bagaimana pihak lain dapat
mempelajari inovasi dari pengelolaan dokumen publik ini, seperti yang
dijelaskan oleh salah satu informan :
“selalu ada yang bisa dipelajari dari setiap apa yang dilakukan,
seperti program ini yang berbasis online, pemerintah sekarang
telah mencanangkan e-office yang diharapkan mampu lebih
mengefisienkan kerja pemerintahan”. (IW-tanggal 11 desember
2014)
Selain itu, salah satu informan lain menambahkan bahwa :
“saya juga tidak bisa ambil kesimpulan kalo ini program tidak perlu
dijalankan di Parepare, Cuma lebih bagus lagi kalo daerah lain
yang jalankan apalagi yang luas daerahnya”. (MT-tanggal 5
januari 2015)
86
Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa program ini sangat
memungkinkan adanya adopsi pengetahuan dan transfer ke daerah lain.
Hal ini dibuktikan dengan konsep IT yang dibangun dimana banyak yang
dapat mengakses hal tersebut. Selain itu, berdasarkan observasi penulis,
adopsi pengetahuan dari layanan ini sudah nampak tertransfer ke
program lain, seperti yang dijalankan dinas kominfo saat ini yakni e-office.
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BAB VI
PENUTUP
VI.1. Kesimpulan
Dengan melihat hasil penilitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa penerapan pengelolaan dokumen publik di kota Parepare sudah berjalan
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme online yang digunakan untuk
memberikan layanan permintaan dokumen publik sesuai dengan apa yang terjadi
dilapangan. Namun, diantara dua garis besar temuan penelitian, dokumen yang
bersifat wajib untuk masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien karena
sifatnya yang senantiasa terus di akses oleh masyarakat. Sedangkan dokumen
yang harus melalui permintaan berjalan kurang baik, selain karna mekanisme
yang belum efektif juga karna mind-set calon pemohon informasi yang
menganggap bahwa permintaan secara manual terbilang lebih efektif dan efisien.
Dari segi kriteria inovatif dalam pengelolaan dokumen publik secara
online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare sudah pada tahap
inovatif, walaupun ada beberapa kriteria yang masih kurang berjalan dengan baik.
Berikut kesimpulan dari setiap kriteri inovatif :
1. Dampak
Dapat disimpulkan bahwa Inovasi pengelolaan dokumen publik
secara online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare yang
menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah sudah
memberikan dampak yang baik terhadap kemudahan layanan ke
masyarakat, hal ini dibuktikan dari dokumen yang dapat di akses di website
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kota Parepare serta jumlah pengakses terhadap website pareparekota.go.id
untuk portal dokumen publik terus mengalami peningkatan. Selain itu,
program ini telah memberikan manfaat terhadap kelembagaan pemerintah,
Hal ini dapat dilihat dari kerja aparatur dalam memberikan pelayanan sudah
lebih efesien.
2. Kemitraan
Dari segi kemitraan, penerapan pengelolaan dokumen publik secara
online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare masih berjalan
kurang baik, hal ini dibuktikan dari kerjasama yang masih antara pemerintah
dan pemerintah, itupun masih belum maksimal, dilihat dari belum jelasnya
peran PPID pembantu dalam hal ini SKPD yang lain dalam program
pengelolaan online ini serta tidak adanya pelaporan dari PPID pembantu
terkait pemohon. Selain itu, berdasarkan UU KIP organisasi masyarakat juga
wajib membentuk PPID pembantu, namun hingga kini eksistensi PPID
pembantu belum terlihat, karena belum adanya koordinasi pembicaraan
mengenai hal ini.
3. Keberlanjutan
Untuk sisi keberlanjutan dari penerapan pengelolaan dokumen publik
secara online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare sudah
cukup memadai, hal ini dibuktikan dari dukungan pihak legislatif yang pro
aktif untuk membahas Perda terkait keterbukaan informasi publik. Selain itu,
dukungan dari segi teknologi yang terus berupaya dikembangkan oleh dinas
terkait, melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada diantaranya
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pemanfaatan internet kecamatan serta siswa SMK yang magang di kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat
Penulis dapat menarik kesimpulan terkait kepemimpinan bahwa
peran pemimpin dalam merespon program inovatif di dinas komunikasi dan
informatika sangat besar, hal ini dibuktikan dengan penuturan informan akan
keleluasaan dalam bekerja dan adanya program-program inovatif lainnya
yang dijalankan oleh dinas kominfo. Untuk pemberdayaan masyarakat
berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan sebelum dilaksanakannya
program ini dinas kominfo bersama kementrian sudah membuka forum untuk
mensosialisasikan UU KIP untuk silang pendapat terkait program
keterbukaan informasi walaupun bentuknya tidak secara langsung
membahas program ini. Selain ini, adanya desk pengaduan untuk
masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan di kota Parepare walaupun
tidak berjalan maksimal.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial
Dari segi kesetaraan gender dan pengecualian sosial terhadap
pengelolaan dokumen publik secara online di kota Parepare penulis
mengambil kesimpulan sudah berjalan tanpa diskriminasi. Hal ini dibuktikan
dari penuturan salah satu informan bahwa tidak ada terjadi diskriminasi
dalam proses layanan. Unsur waktu pelayanan, pemberian pelayanan serta
perilaku aparat dalam melayani sudah berjalan dengan baik, dalam artian
semuanya transparan yang berdasar pada aturan yang ada.
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6. Dalam konteks lokal dan dapat ditransfer
Dari segi konteks lokal terhadap pengelolaan dokumen publik secara
online, penulis menyimpulkan bahwa jika melihat perkembangan teknologi
yang terjadi di kota Parepare sudah sesuai dengan konteks lokal, namun
disisi lain berdasarkan penuturan informan bahwa kondisi geografis yang
kecil kota Parepare tidak terlalu membutuhkan pelayanan yang bersifat
online, karna mereka lebih percaya ketika dilakukan secara manual. Penulis
menggaris-bawahi untuk dokumen yang bersifat wajib untuk masyarakat
tanpa proses permintaan sangat konteks dengan kondisi kekinian. Untuk
poin dapat ditransfer, penulis menyimpulkan bahwa program ini sangat
mungkin untuk ditransfer dan memperoleh pelajaran, hal ini dibuktikan dari
pengelolaan dokumen publik yang bersifat sederhana dan penggunaan
teknologi yang terus ter-publish di jaringan internet, untuk itu program ini
sangat mengedepankan transparansi dan kemudahan akses masyarakat.
VI.2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan
saran-saran terkait penerapan pengelolaan dokumen publik secara online di kota
Parepare sebagai berikut :
1. Untuk kedepannya, sebaiknya PPID pembantu yang seharusnya ada di
organisasi masyarakat segera direalisasikan dan kemudian
mengintenskan koordinasi antar PPID terkait mekanisme layanan online
ini serta pelaporan pemberian layanan. Dengan begitu diharapkan
mampu meningkatkan kerja kolektif antar stakeholders dan lebih
meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Hal ini sesuai dengan
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substansi innovative governance yang melibatkan aktor lain selain
pemerintah.
2. Sebaiknya peran masyarakat dalam memberikan kritikan dan saran pada
desk pengaduan harus direspon cepat agar masyarakat merasa bahwa
aspirasi mereka untuk kebaikan pembangunan kota Parepare
tersampaikan.
3. Sebaiknya ada sistem pengisian formulir permintaan yang bersifat online.
Hal ini diharapkan mampu mengefektifkan pendataan pemohon serta
memudahkan dalam layanan mekanisme online ini.
4. Untuk klasifikasi dokumen publik sebaiknya diperjelas, untuk menghindari
sengketa informasi.
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